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RINGKASAN

Mekanisme Penghitngan, Pemungutan, Penyetoran, darPelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Instaialistrik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember, Rizky Febrianto,

110903101032, 2015, 50 halaman, Jurusan Diplom#&drtpajakan Fakultas limu
Sosial dan limu Politik Universitas Jember

Dalam Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di KarRertanahan Kabupaten
Jember yang dilaksanakan pada tanggal 9 Septenamepas 9 Oktober 2014,
bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penghitunganyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Pemeliharstalaki listrik pasa Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam jasaipaman isntalasi listrik
melakukan kerjasama dengan CV. Buana Elektrik yamgna memiliki tenaga kerja
dan pekerja ahli di bidangnya dan sebagai wajibkpgang baik CV. Buana Elektrik
memiliki NPWP 03.127.471.5-626.000 dan Kantor Retean Kabupaten Jember
juga memiliki NPWP 00.410.977.3-626.000. Kantort&®ahan Kabupaten Jember
tidak pernah telat dalam Administrasi perpajakangyaimana didukung dengan
pegawai yang profesional dan handal, dan KantotaRa&inan Kabupaten Jember
berjewajiban untuk melakukan pemotongan pajak pasifin pasal 23 yang
berdasarkan Undang-undang Npmor 7 tahun 1983 w@nRajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Na&mhamahun 2000, pada
penghitungan dan pemungutan menggunakan dasar hygognlama dan sekarang
sudah ada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan Baskrma Milik Negara
yang bergerak di bidang Pertanahan Negara. Dalapatke operasionalnya Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember bekerjasama dengak lpiha yaitu CV. Buana

Elektrik dalam bidang Pemeliharaan Instalasi Listpada Kantor Pertanahan

Vii
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Kabupaten jember dengan tenaga ahli dan pekerg lyarpengalaman di bidangnya.
Berdasarkan Pemungutan pajak di indonesia Kantdarman Kabupaten Jember
menggunakan system pemungutan pajak dengan Sedsgment System, oleh
karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Jemberi die@renang untuk menentukan
sendiri besarnya pajak yang trutang sehingga pieskotong berperan aktif dalam
perhitungan pajaknya. Mulai dari menghitung, meogetlan melaporkan sendiri

pajak yang terhutang, sedangkan fiskus tidak ikotmur dan hanya mengawasi.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berkembang dalam uysahiagkatan
menjadi taraf Negara maju dibutuhkan beberapa Emgkntuk meningkatkan
pendapatan Negara yang berasal dari bermacam-nmeaddor. Salah satu sektor
yang menjadi prioritas dalam peningkatkan pendapsgesebut adalah melalui
sektor perpajakan. Pada pelaksanaan perpajakamfggara dituntut untuk
melaksanakan pemungutan sebagai kegiatan yangikdijadbjek pajak.
Pendapatan yang berasal dari pajak digunakan delggadanaan untuk
pembangunan nasional dan pendanaan lain-lainnya.

Pembangunan nasional memerlukan dana dalam juralad gukup besar
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangetangga diperlukan
usaha dalam negeri khususnya dari sektor pajalguPgoulan dana dari sektor
pajak tersebut harus ditingkatkan dengan cepataayzat meningkatkan sumber-
sumber dari kegiatan pemerintah dan rakyat yangi rdap modern. Cara yang
dipakai salah satunya dalam tujuan meningkatkarenmeaan dari sektor pajak
adalah sistem pemungutan pajak yang memberi ke@amasepenuhnya kepada
wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyeton aaelaporkan pajak
terhutang kas Negara (selft assessment system).

Proses menghitung, memotong, menyetor dan melapodidautuhkan
beberapa contoh pelaksanaannya. Salah satu coatghdypakai penulis dalam
pelaksanaan perpajakan adalah Kantor PertanahaopKg#m JemberkKantor
Pertanahan Kabupaten Jember adalah merupakan gapdgkbadan dalam negeri
yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPPrgabpemotong pajak dalam
rangkaian transaksinya dengan beberapa instanmsiinfedx tersebut berdasarkan
hak yang diberikan oleh KPP karena Kantor Pertamakabupaten Jember
merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN

Untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh KarBartanahan
Kabupaten Jember, penulis harus masuk kedalarkulivggn instansi tersebut.

Program dalam rangka memperoleh perijinan untukuk&edalam lingkungan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

tersebut adalah program Praktek Kerja Nyata (PKagydidapat dari perjanjian
antara pihak kampus dengan Kantor Pertanahan kK#sugember. Dalam hal
ini, penulis sekaligus melaksanakan PKN yang nelap salah satu program
yang tercantum dalam kurikulum Universitas NegembBer (UNEJ). Program
tersebut merupakan salah satu persyaratan kelulnahasiswa UNEJ. PKN ini
juga merupakan bagian pendidikan yang menyangkogegr belajar mengajar
berdasarkan pengalaman diluar sistem belajar dikeargiliah dan praktek
didalam kampus.
Pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeadadah sebagai
berikut:
a. Pajak Pertambahan Nilai
Objek pajaknya mengenai pengadaan barang dan Fesayadaan barang
contohnya pembelian dan jasa contohnya pengggueepon. Dan tarifnya
sebesar 10%.
b. PPh pasal 21
Objek pajaknya gaji pegawai, uang pensiunan, upahgrarium contohnya
notaris ialah (penghasilan bruto x 50%) x 15 %adg#an untuk upah harian,
mingguan, satuan, borongan dan uang saku hariag jyamlahnya melebihi
Rp24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240,000dalam satu bulan
takwim danatau tidak dibayarkan secara bulanaifmyar
(Penghasilan bruto —Rp 24.000,00) X 5 %).
c. PPh pasal 22
Obyek pajaknya pembelian atas pembelian barangtsdmenputer, meubel,
mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemeriritapada wajib pajak
Penyedia Barang.
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:
(1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN).
d. PPh Pasal 23
Objek pajaknya atas jasa, tarif pajaknya adalah 2 %
Pajak Penghasilan pasal 23 itu sendiri adalah pggalg dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pdgam negeri dan Bentuk
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Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahangteu penyerahan kegiatan
selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 gidbayarkan atau terutang
oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam in@geyelenggaraan kegiatan,
Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan hegeri lainnya.
(mardiasmo,2011:225).

Penulis disini mengambil PKN di Kantor Pertanahab#paten Jember
sebagai tempat PKN ini dikarenakan objek pajak yaaa di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember banyak dan juga berdasarkan pae&dtan materi pekerjaan
dengan materi kuliah. Objek pajak khususnya PPhalp23 paling banyak dan
paling besar objek pajaknya.

Pada Pratek Kerja Nyata ini penulis lebih memil&jaR Pengahasilan
Pasal 23 dibandingkan dengan pajak lainnya. KaiRh Pasal 23 dipungut
langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jemlmep@@nan pajaknya juga
besar dalam membantu kas Negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan BHdaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertanahangydalam kegiatan
operasionalnya memerlukan kerja sama dengan paiakyla sebagai rekanan.
Salah satu kerja sama Kantor Pertanahan Kabupatabhed dengan pihak lain
yaitu kerja sama dengan CV. BUANA ELEKTRIK dalaml h@emeliharaan
instalasi listrik, karena tidak mungkin pihak KanRertanahan Kabupaten Jember
sendiri turun tangan sehingga membutuhkan adaeasema yang baik dengan
pihak lain,selain menghemat biaya juga efisiendardabidang tenaga kerja
supaya bisa difungsikan pada keahlian masing-masggwai.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program rR&mtik beratkan
pembahasan tentang PPh Pasal 23 atas Jasa PemagliHastalasi listrik.
Pelaksanaan PKN ini mempunyai tujuan yaitu mengetiadgaimana proses PPh
Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan instalasi listnigg glilakukan Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dengan perusahaan rekanan, Rgamt®Ph Pasal 23, proses
pemotongan, proses penyetoran dan pelaporan seosesp lainnya yang

berhubungan dengan pajak tersebut yaitu tentangaksi dan PPh Pasal 23.
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Berdasar pada uraian diatas tersebut maka dianthil ] MEKANISME
PEHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN
INSTALASI LISTRIK PADA KANTOR PERTANAHAN JEMBER".

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana melaksanakan Mekanisme Penghitungan,eteay, dan
Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atadjes®liharaan instalasi listrigang

ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?

1.3Tujuan daan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Adapun Tujuan Praktek kerja Nyata adalah sebag#iuie

a. Dapat mengetahui prosedur penghitungan, penyetdaanpelaporan pajak
panghasilan pasal 23 atas jgsameliharaan instalasi listrisyang ada di
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

b. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan kinmsusnya pajak
penghasilan pasal 23 atas jagameliharaan instalasi listrikdi Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember;

c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraikéas pendidikan di
Program Studi Diploma Ill Perpajakan Fakultas lI8wsial dan Iimu Politik

Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata
Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara Lain:

a. Mengetahui prosedur penghitungan, penyetoran dalapg@an pajak
panghasilan pasal 23 atas jdRemeliharaan instalasi listrisyang ada di
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

b. Memperoleh pengalaman mengenai aplikasi Perpajdkarsusnya Pajak

Penghasilan Pasal 23 atas J&maneliharaan instalasi listrikdan untuk
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membandingkan dengan teori yang di dapat di bakgkah dengan keadaan
sebenarnya di dunia kerja; dan

Menambah pengetahuan dibidang perpajakan sertatimead&i untuk
meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi kdewdisi yang
berbeda kususnya dalam dunia kerja.

Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mergikées pendidikan di
Program Studi Diploma Ill Perpajakan Fakultas IlI8unsial dan Iimu Politik

Universitas Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1Pengertian Pajak
2.1.1 Pajak
Menurut Rachmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011ajakPmerupakan
iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Unddsmdang (yang dapat di
paksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasidapean jasa timbal balik)
yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gumakatuk membayar
pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwaakanemiliki unsur-
unsur :
a. luran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. lweselbut berupa uang
(bukan barang)
b. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuataangndchdang serta aturan
pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negamng gecara langsung dapat
di tunjukkan adanya kontraprestasi individual dkgmerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, iyglemgeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ipajdipungut
berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksaysatan sifatnya dapat
dipaksakan yaitu jika terjadi pelanggaran atasaatyrerpajakan akan berakibat

adanya sanksi.

2.1.2 Fungsi Pajak
Ada dua fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011:1ijuya
a. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukbragan pengeluaran-

pengeluarannya.
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b. Fungsi mengaturregulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksandaijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3

Pengelompokan Pajak
Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2011:5)landaebagai

berikut:

a. Menurut Golongannya

1)

2)

Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajégak dan tidak dapat di
bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh)

Pajak Tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankam aiéimpahkan
kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nllai (PPN), Bea Materai

b. Menurut Sifatnya

1)

2)

Pajak Subjektif.

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan paloielsiya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpanmpeehatikan
keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan pajekjialan Atas
Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya
1) Pajak Pusat.

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusatdigunakan untuk
membiayai rumah tangga Negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBm, PBB.
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2) Pajak Daerah.
Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daewah digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah .
a) Pajak Propinsi: Pajak kendaran bermotor dan Papkaip bakar
kendaraan bermotor.
b) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajastétan dan Pajak
Hiburan.
d. Asas Pemungutan Pajak
1) Asas Domisili (Asas tempat Tinggal
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh pelagh®#ajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik pendhasyang berasal dari
dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlakwkrwajib Pajak dalam
Negeri.
2) Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilap hensumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WRlak.
3) Asas Kebangsaan.

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak
Adapun cara pemungutan Pajak menurut Mardiasmadl(8D¥aitu:
a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan Pajak berdasarkan 3 éiigisd), adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyatarf{jl stelsel) adalah pengenaan Pajak berdasarkan pada Objek
(penghasialan) yang nyata, sehingga pemungutareryalisa dilakukan
pada akhir tahun Pajak, yakni setelah penghasitng ysesungguhnya
telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini addtaljpk yang dikenakan
adalah lebih realis. Kelemahannya adalah Pajakdegpat dikenakan pada
akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapanfigtife stelseél adalah Pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebag&olgopenghasilan
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suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebeluehyaga pada awal
tahun pajak telah dapat ditetapkan basarnya Pajakkahg untuk tahun
Pajak berjalan kelebihan stelsel ini adalah Pajakgydibayar selama
tahun pajak berjalan, tanpa menunggu akhir takelemahannya adalah
Pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadan yaungguhnya.

3) Stelsel campuran adalah merupakan kombinasi ast@lsel nyata dengan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya Pifiiknd berdasarkan
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun bespajgé disesuaikan
dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pa&akrat kenyataan
lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, Méib Pajak wajib
menambah kekurangannya. Demikian pula sebalikmabik lebih kecil,

maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Adapun system pemungutan pajak menurut Mardias®04,1(7) yaitu;
a. Official Assesment System
Adalah system pemungutan yang member wewenang d&epa
Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya Rejakang yang
terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-ciri official assesment systeadalah sebagai berikut:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutawragid pada
Fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Suratekégian Pajak
oleh fiskus.

b. Self assesment system
Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang membe&menang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaPayak terutang.
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c. Withholding System
Adalah suatu Sistem pemungutan Pajak yang membewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Waj#djal® yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yemigang oleh
Wajib Pajak.

2.2Pajak Penghasilan

221

2.2.2

2.2.3

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak dikelola
dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secaraasipeal hal ini
dilakukan oleh Dirjen Pajak. Keu. Pajak Penghasylang lebih dikenal
dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikertekaadap subjek
pajak atas penghasilan yang diterima atau dipemgkeldalam satu tahun
pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersedkdan dikenakan pajak
apabila memperoleh penghasilan dari manapun dgeksphjak tersebut
yang masuk dalam sebutan wajib pajak.
Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjelk,pabjek
pajak, serta cara menghitung dan cara melunask pmag terutang.
Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilajaménkepastian
hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU7MN®&ahun 1984
tentang Pajak Penghasilan (PPh) brlaku sejak lajat984. Undang-
Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1@&1 diubah dengan
UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU Nb.Tahun 2000
dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.
Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap sulhgk mtas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam datwn pajak
Mardiasmo, (2011:155). Yang menjadi subjek pajadaid
a. Orang Pribadi
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b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, mendgantyang
berhak.

c. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMtdu BUMD
dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, raspedana
pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, isegnmasa,
organisasi social politik, atau orgaisasi sjen&sntbaga dan bentuk
badan lainnya.

d. Bentu Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subpglak luar
negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk manjan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih d@8 hari dalam
jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pagakda di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tihrdja
Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukandbresia.

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuaggaatikan
yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulangyarenerima
penghasilan dari Indonesia.

2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kiedhan di

Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atawalpsj lain dari

Negara asing dan orang-orang yang diperbantukpadeemereka
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yang bkerja pada dan bertempat tinggal brsama-sareeeka,
dengan syarat-syarat bukan warga Negara Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain di labatannya di
Indonesia serta Negara yang bersangkutan membepi&dakuan

timbale balik.

. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkégh menteri

keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggajanieasi
tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiktian untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

. Pejabat perwakilan organisasi internasional yartgtapkan oleh

menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negdoadsia dan
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuknpeeoleh

penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilatu ysetiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atawotighewajib pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari lwgen, yang dapat

dipakai untuk kondumsi atau menambah kekayaan wagijak yang

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun Mamifz011:159).

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

a.

®© o o o

Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaanasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, homorg komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dabemuk lainnya,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegietarpeaghargaan.
Laba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengdidnda
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah etbarikan

sebagai biaya
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f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kaiena jaminan
pengembalian utang

g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuldedividari
perusahaan ansuransi kepada pemegam polis dan giambkaa hasil
koperasi

h. Royalti

I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pexgygbharta

j.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali saomkilj tertentu

yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

Premi ansuransi

e =5 3

luran yang di terima atau diperoleh perkumpulani daggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan asatau pekerjaan
bebas

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasihg belum

dikenakan pajak

2.3Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongsupextghasilan
yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam niedgn bentuk usaha tetap
(BUT) yang berasal dari modal penyerahan jasa peayelenggara kegiatan
selain yang telah di potong Pajak Penghasilan P#kayang dibayar atas
terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajalamd negeri,
peyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan prusalhaza negeri lainnya
Mardiasmo, (2011:255).
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Dasar Hukum PPh Pasal 23

a. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.244/03/2008

b. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun @i@@®utkan
jelas adanya jasa konstruksi sebagai objek PPh Pasa

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yangomerkan
penghasilan, yang terdiri atas :
a. Badan pemerintah.
Subjek pajak badan dalam negeri.
Penyelenggara kegiatan.
Bentuk usaha tetap

Perwakilan perusahaan luar negeri.

-~ o 2 o0 T

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yatay mendapat
penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memgtpajak PPh
Pasal 23, yang meliputi:

1) Akuansi, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pemi\lda Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengaadan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menygéeakgan

pembukuan.

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 Mardia&@1:256):

a. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegahgm atau
pemegang polis asuransi atau pembagian sisa heedilaukoperasi
yang diperoleh anggota koperasi

b. Bunga termasuk premium,.diskonto, dan imbalan semgydn dengan
jaminan pngembalian uang

c. Royalti
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Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotajad penghasilan
sebagimana dimaksud dalam pasal 21

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa maepjenasa
kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selaingytsiah di potong
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pexaygharta.

2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPlal 8

Mardiasmo, (2011:256):
a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada {airak

b.

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan niessyea guna

usaha dengan hak Opsi.

Deviden atau bagian laba yang diterima atau diplrgierseroan

terbatas sebagian Wajib Pajak dalam negeri, kopgragasan atau

organisasi yang sejenis BUMN atau BUMD dari peant modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat k&dod di

Indonesia.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusaadalmventura

berupa bagian laba dari bagian pasangan usahaddimdgan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonsia desgarat badan
pasangan usaha tersebut :

1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yangalargkan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapieemtri
Keuangan dan,

2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di kesian

Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh peraaahreksa dana.

Sisa hasil usaha koperasi yang di bayarkan oleterkasp kepada

anggotanya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

g. Bunga'simpanan yang tidak melebihi batas yang ajilein oleh
Mentri Keuanagan yang dibayarkan oleh koperasid@paggotanya.

2.3.5 Dasar Pemotongan
Ada 2 (dua) dasar pemotongan PPh Pasal 23 Mardjg2010l:257) :
a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
1) Dividen
2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan semhgdn
dengan jaminan pengembalian utang.
3) Royalti
4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotoajgkp
sbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasi&npa :
1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pesgbarta
2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa maeajejasa
kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain tipgp pajak

sebagaian yang dimaksud dalam Pasal 21.

2.3.6 Tarif Pemotongan
Tarif Pemotongan dalam Undang-undang sebelumnykedal
hanya satu tarif untuk PPh pasal 23 yaitu sebsard&dodikenal adanya
penghasilan Netto, yang kemudian diatur dalam teigendiri maka
dalam ketentuan tarif PPh pasal 23 baru diatur erwal@? tarif baru yaitu

15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) yahgutfig langsung dari

Jumlah Bruto adalah :

a. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividbanga, royalty,
hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya salagtglah dipotong
PPh pasal 21.

b. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa plamghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta serta imbakijaaa teknik,

jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultajadariannya.
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2.4 Akuntansi Pajak
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

2.4.2

Pengertaian Akuntansi adalah urutan proses kgiptartatatan,

penggolongan, peringkasan dan penyajian degan @@anisasi serta

penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adalkuntansi yang

berkaitan dengan perhitugan perpajakan dan mengada peraturan dan

perundang-undangan perpajakan beserta aturarengiataksanaannya.

Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis ndalzentuk

seperangkat alat azas atau prinsip yang merupakan :

a.
b.

C.

Kerangka acuan umum untuk menilai praktik - praktkntansi.
Pedoman bagi pengembangan praktik - praktik dasegiur baru.
Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik — tijrakang
sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamarglatathengadakan
suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangpaktik —
praktik akuntansi yang sehat.

Seanalog dengan pengertian teori akuntansi dides;i Akuntansi
Pajak adalah penalaran logis dalam bentuk sepestragas atau

prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peratpeapajakan.

Prinsip-prisip yang diakui dalam akuntansi pajaklipos :

a. Kesinambungan yang mengandung arti bahwa suatasieikonomi

diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usattamytidak akan
dibubarkan.

Harga pertukaran yang objektif mengandung arti l@ahmnsaksi
keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang.

Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembutidak boleh
berubah-ubah.
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d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisagnasih
merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugiangah cara
membentuk penyisihan atau cadangan.

e. Kesatuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap selagatuan
ekonomi yang terpisah dengan pihak - pihak yandepanmtingan
dengan sumber-sumber perusahaan.

Salah satu cara prinsip akuntansi adafansisitensil prinsip
akuntansi mengandung arti bahwa penggunaan metddm gpembukuan
tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 285al&tP, Pembukuan
diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsipamila Wajip Pajak
telah memilih salah satu metode pembukuan maupuhamda
perhitungannya, metode tersebut harus diikuti tajiarsecara konsisten,
misalnya pada kegiatan berikut ini :

a. Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwintidegu

b. Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurudo saénurun tau
metode lainnya.

Perhitugan persediaan menggunakan rata-rata, EliaQ LIFO.

d. Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Ketap atau Kurs
Tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkamsetdanya
perubahan dalam prinsip maupun metode persetujussktlr Jendral
Pajak untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahehiang ada tidaknya
objek pajak yang timbul akibat adanya perubahasebert.

Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengolah data kuadihtiyang
akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangang ymemuat
perhitungan perpajakan. Tujuan kuantitatif akuntgregak antara lain

sebagai berikut :

a. Relevan
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Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntangkpharus
relevan, antara data yang dimiliki Wajib Pajak dmngadanya
kewajiban atau pun hak timbul dalam kaitannya demmgapajakan.
Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilakan dalam akuntgek jparus dapat
dimengerti, baik oleh Wajip Pajak maupun oleh pileik termasuk
oleh fiskus (aparat perpajakan).

Daya Uji

Laporan keuangan yang dihasilakan dalam akuntagik paarus
mempuyai daya uji, perhitungan yang dilakukan ohjip Pajak
akan menghasilkan angka yang sama dilakukan oléakplain
termasuk fiskus.

Netral

Laporan keuangan yang dihasilakan dalam akuntgesk parus netral,
tidak kepada Wajip Pajak dan juga tidak memihk Keppihak lain
termasuk pihak Negara (pihak yang sangat berkaiti@mgan
penerimaan perpajakan).

Tepat Waktu

Laporan keuangan yang dihasilakan dalam akuntgak earus tepat
waktu, sesuai dengan tahun tak kawin atau tahunu bydng
diperguakan oleh Wajip Pajak.

Daya Banding

Laporan keuangan yang dihasilakan dalam akuntagik paarus
memiliki daya banding, terutama dengan peraturapagpekan.
Lengkap

Laporan keuangan yang dihasilakan dalam akuntagsik paarus
lengkap tidak terdapat data yang tidak terdapat detng tidak

terakumulasi dalam laporan keuangan.
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BAB 3. GAMBARAAN UMUM PERUSAHAAN

3.1Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan kekayaan gamgat
bermanfaat bagi kemakmuran Indonesia tetapi selaamgsa Indonesia
dijajah oleh Belanda selama 350 tahun tanah dinesia dijadikan
sumber keresahan dan penindasan bagi colonial @selgnhak penjajah
mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia semata-mataenuhi nafsu
dagang mereka. Rakyat ditindas melalui politik &egaksa dibidang
pertanian, maka diskrimansi di dalam hukum dan gden umum,
kekerasan, berbagai tindakkan penindasan sangasatebagi bangsa
Indonesia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggaldlListis 1945,
peraturan dan segala Badan Negara pada masa penjdgelanda itu
masih berlaku karena sebelum diadakan yang barua npetaturan-
peraturan tersebut harus dipakai. Pada tanggal @gte®ber 1960
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Smekdan diundangkan
dalam lembaran Negara Indonesia nhomor 104 tahu@ W&@ang-undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokk&kPAgraria, yang
lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang-bgd2okok Agraria
(UUPA).

UUPA diciptakan untuk mengatasi permasalahan taaeluruh
wilayah Indonesia agar berlaku satu hukum nasi@ehikian pula badan
atau instansi yang menangani masalah tanah di éstemnmengalami
pasang surut, masalah pertanahan pernah beradavehlsatu Direktoral
Jendral (Direktoral Jendral Agraria Departemen Baldegeri). Dengan
berlakunya UUPA terjadilah perubahan fundamentdapHukum Agraria
di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar fatadamental, karena
mengena struktur perangkat hukumnya, maupun isylaye dinyatakan
dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai derggentingan

rakyat serta memenuhi pula keperluan menurut peaarn jaman.
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Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 198& miibentuklah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembagaeriéatm Non
Departemen yang bertugas membantu presiden dalangehoéa dan
mengembangkan administrasi pertanahan. Tujuan kkamtor Badan
Pertanahan Nasional adalah meningkatkan perekonomasyarakat, dan
pendataan administrasi pertanahan di seluruh Irsin@rioritas Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu :

1) Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Reana

Nasional.

2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaraah, serta
sertifikat tanah secara menyeluruh di seluruh ledan

3) Memastikan pemungutan hak-hak rakyat atas tanah.

4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-dkerban bencana
alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air

5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, eengklan
konflik pertanahan di seluruh Indonesia secaramiatis.

6) Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional TBINAS),
dan system pengamanan dokumen pertanahan di séhaiaesia.

7) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipdan
pemberdayaan masyarakat.

8) Membangun data base pemilikan dan penguasaans&akhbesar.

9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturanda@gHundangan
Pertanahn yang telah ditetapkan.

10)Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.

11)Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dahijdean

Pertanahan.
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3.2 Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
3.2.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
a. Visi:
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah deanshan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keaditan
keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan kdaagaraan

Republik Indonesia.

b. Misi:

Mengembangkan dan menyelenggarakan politk dan jaéetn

pertanahan untuk:

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sesobdver baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan }esgEn
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebkedmilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, likaami
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmbemgan
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkartamehan di
seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum syatem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkagkséa, konflik
dan perkara di kemudian hari.

4) Keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaaket@mgaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasma generasi
yang akan datang terhadap tanah sebagai sumbejatkesaan
rakyat.

5) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jevaargat,
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA darnrasprakyat

secara luas.
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3.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas meldéeamagas
pemerintah di bidang pertanahan secara nasiorgibned dan sektoral.
Dalam melaksanakan  tugas, Badan Pertanahan Nasional
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan programddirig pertanahan.
d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bigartgnahan.
e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengularapemetaan
di bidang pertanahan.
f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjkepastian
hukum.
g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agranapeénataan
wilayah-wilayah khusus.
i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasal dtu milik
Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Kauang
j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemiliien ta
k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
|. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, pessrcanlan
program di bidang pertanahan.
m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
n. Pengkaji dan penanganan masalah, sengketa, pedear&konflik di
bidang pertanahan.
0. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
g. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber dayaugiaa di
bidang pertanahan.

r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan
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lembaga-lembaga yang berkaitangan

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antang,atan/atau

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuaturpa

perundang-undangan yang berlaku.

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai

undangan yang berlaku.

peraturarungdang-

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jemnber

Secara sistematis struktur organisasi yang ad#&agitor Pertanahan

Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut:

i

KEPALA KANTOR
]
KASUBAG TATA USAHA
KAUR PERENCANAAN KAUR UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN

|

|

KASIH HAK TANAH DAN

KASIH PENGATURAN

KASIH PENGENDALIAN

KASI SENGKETA

PENDAFTARAN TANAH DAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KONFLIK DAN PERKARA
] [ | [~ ==
KASUBSI
KASUBSI PENETAPAN PENATAGUNAAN TANAH | | KASUBSIPENGENDALIAN | | KASUBSI SENGKETA DAN
HAK TANAHA e PERTANAHAN KONFLIK PERTANAHAN
|
KASUBSI PENGATURAN KASUBSI LANDREFROM KASUBSI KASUBSI ‘PERKARA
TANAH PEMERINTAHAN DAN KONSOLIDAS! PEMBERDAYAAN PERTANAHAN
TANAH MASYARAKAT

KASUBSI PENGUKURAN
HAK

KASUBSI PENDAFTARAN
HAK

KASUBSI PENGUKURAN
DAN PEMETAAN

KASUBSI PERALIHAN
PEMBEBENAN HAK DAN
PPAT

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Kantor Pertanaleuldaten Jember
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3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaéenber terdiri dari :
1) Sub Bagian Tata Usaha
a. Urusan Perencanaan dan Keuangan .
b. Urusan Umum dan Kepegawaian.
2) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan.
a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.
b. Subseksi Tematik dan Pengukuran Tanah.
3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
a. Subseksi Penetapan Hak Tanah.
b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
c. Subseksi Pendaftaran Hak.
d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PejabatuBemkta
Tanabh.
4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu.
b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
a. Subseksi Pengendalian Pertanahan.
b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
6) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.

b. Subseksi Perkara Pertanahan.

3.3.2 Deskripsi Jabatan
Dalam sebuah instansi pemilihan dan penempatsonyang
memiliki kapabilitas jabatan yang diemban. Tugas de&wenang kerja
pegawai(job description)Kantor Pertanahan Kabupaten Jember secara
sistematis telah digambarkan pada struktur organisestansi, sesuai

dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu :
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dalam

2) Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan wewensetgagai

berikut :

Memberikan pelayanan administrative kepada semusrsa

organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan nbahaluasi

kegiatan, penyusunan program, dan peraturan pemngngzdangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sub bagian Tata Usah#unyai

fungsi :

a.
b.

Pengelolaan data dan informasi.

Penyusunan rencana, program dan anggaran sertaadapo
akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.

Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sdema
prasarana.

Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusuograpr.

Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Urusan Perencanaan Keuangan
Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaida
laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuang@am penyiapan
bahan evaluasi.
2) Urusan Umum dan Kepegawaian

Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rnudgan,
rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasiyapela

pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
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3) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memilikastugan

wewenang sebagai berikut :

Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidarahtauang

dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukbatas

kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey pot@mah,
penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejsralai tanah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pergukdan

Pemetaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan bidaal,
ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, lkenagu
batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan syeesnsi
tanah, pembinaan surveyor berlisensi.

b. Perapatan kerangka dasar dan pengukuran batas
kawasan/wilayah.

c. Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanahg rdam
perairan.

d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangagtasem
tematik dan potensi tanah.

e. Pelaksanaan kerja sama teknis surveyor berlisemsipdjabat
penilai tanah.

f. Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari

1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas
menyiapkan perapatan kerangka dasar, penetapas batang
tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawatardivi
kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaanvegor
berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftaah, peta

bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan dafthadiinnya di

bidang pengukuran.
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Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas
menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan
pengembangan pemetaan tematik, survei potensi ,tanah
pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi danbpe@n
pejabat penilai tanah.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, memililkasutan

wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam
rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuatahak,
pengadaan tanah, perijinan, pendapatan dan peeribkas
tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan thakianah
serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PRXeIam
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dadsal P
41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran mempunyaiifungs
a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidargretk
b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran haga d

tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta medakuk
kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan
penetapan hak pengelolaan tanah.

c. Penyiapan telahaan dan pelaksanaan pemberian
rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayanagm ua
pemasukan dan atau pendaftaran hak.

d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai danfaitd
Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah,sigkma
tanah badan hukum pemerintahan.

e. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.

f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasigoelay
pertanahan.

g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
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Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tamah da

pembinaan PPAT.

4) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari

1)

2)

3)

Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas
menyiapkan pelaksanaan pemerikasaan, saran dan
pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu,
pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atashtana
penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu
pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak
tanah perorangan.
Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai
tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan
pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hkéip
Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi
pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangekaga
waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan has at
tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukah tana
pemerintah.
Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas
menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah,
pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lainmiiak
atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaaah tan
wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tana
komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara
daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atashtadan

warkaf serta daftar lainnya di bidang pendaftasanah.
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4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PejabatuBemb

Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanamthak
hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan
PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftarsah.

5) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, memngjés

dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan
tanah, landreform konsolidasi tanah, penataan pertanahan
wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan déayah
tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugasksiSe
Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi
a. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform,

konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah
tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan
dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi
kawasan/zoning, penyesuaian  penggunaan  dan
pemanfaatan tanah, penerbitan ijin  perubahan
penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk
peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas
konflik serta pemukiman kembali.

b. Penyusunan rencana  persediaan, peruntukkan,
penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca
penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan
lainnya.

c. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah

kabupaten/kota dan kawasan.
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d. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, parbah
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi
kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan
konsolidasi tanah, pemberian tanah obyakdreform
dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan
administrasiandreform.

e. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek
landreform

f. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahah-tana
tanah yang terkena ketentdandreform

g. Penguasaan tanah-tanah oblgidreform.

h. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertaraanijh
redistribusi tanah dengan luasan tertentu.

I. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan rbdsstri
tanah dan pengeluaran tanah dari odgekreform

j. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obgakireform
dan penegasan obyek konsolidasi tanah.

k. Penyediaan tanah untuk pembangunan.

|.  Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.

m. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi

datalandreform

6) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri da
1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan

Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan rencana  persediaan, peruntukkan,

pemeliharaan dan penatgunaan tanah, rencana penataa

kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan

evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggum@aan d

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning
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penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah,
penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, pengasu
neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan
pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan
pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan
dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan
spasial.

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
mempunyai  tugas menyiapkan bahan  usulan
penetapan/penegasan tanah menjadi olige#reform,
penguasaan tanah-tanah obyekdreform pemberian
ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribtamah
luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan
redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek
landreform monitoring dan evaluasi redistribusi tanah,
ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan
penerbitan administrasi landreform serta fasilitastuan
keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan
penegasan obyek penataan tanah bersama untuk
peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan
daerah bekas konflik serta permukiman kembali,
penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah
untuk pembangunan, pengembangan teknik dan metode,
promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan
pembimbingan masyarakat, keraja sama dan fasilitasi
pengelolaan basis data dan informasi, monitoring da
evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidaait

7) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, memiliki tdgas
wewenang sebagai berikut :
Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan

pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negaath)
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terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan mssta

Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian da

Pemberdayaan mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelofzn ta
Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta
pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemeanuha
hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah,
pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan
program pertanahan dan program sektoral, pengelolaa
tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis.
Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi
pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam
pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlanta
dan tanah kritis.

Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penangan
serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan,
harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanatréleg
serta penanganan tanah terlantar dan tanah krisis.
Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistdas
pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan
peningkatan akses ke sumber produkitif.

Peningkatan partisipasi masayarakat, lembaga swaday
masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah

kritis untuk pembangunan.
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h. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah Negara
tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaa
masyarakat.

i. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghenti
hubungan hukum atas tanah terlantar.

8) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari :
1) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai
tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan
melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusuna
saran tindak dan langkah penanganan, serta memyiapk
bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaa
dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang
hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmoniaasi d
pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan
sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis.

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi,easist
fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan
melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat,
lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam
pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama
pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota,
lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbiragan d

pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

9) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugks

wewenang sebagai berikut : Menyiapkan bahan dan
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melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan

perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugésj S

Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkar
pertanahan.

b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan

c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik
pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan
dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalu
bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan
rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga
peradilan serta usulan rekomendasi pemabatalan dan
penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau
badan hukum dengan tanah.

d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan
perkara pertanahan.

e. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik,
sengketa dan perkara pertanahan.

10)Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :
1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

menyiapkan pengkajian hukum, social, budaya,
ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik
pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan
penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau
badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternative
penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitdan

koordinasi penanganan sengketa dan konflik.
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2) Subseksi Perkara Pertanahan
Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas
menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara,
koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi
pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara
orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai

pelaksanaan putusan lembaga peradilan.
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BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang ditetapkleh FISIP
Universitas Jember merupakan salah satu persyayatag harus dilaksanakan
setiap mahasiswa DIII perpajakan untuk menyusparén Praktek Kerja Nyata
(PKN) serta merupakan syarat kelulusan guna mergbemgelar A.M.d (Ahli
Madya) perpajakan dan syarat dari Praktek KerjatdNy@KN) ini sendiri adalah
mahasiswa DIll perpajakan yang sudah menempuhhdaii nyata mata kuliah
minimal semua total nilai sks yang telah di tentuka

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakantuk nyata dari
hasil yang diperoleh selama mengikuti kegiatan teialkerja Nyata (PKN) di
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Praktek KeygtaN (PKN) dilakukan
dengan cara berkerja secara langsung dan membegiatdn Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember tersebut. Dalam pelaksanaan Rri#ldga Nyata (PKN)
tersebut Penulis juga mencari data yang diperlaedam penulisan laporan akhir
Praktek Kerja Nyata (PKN). Data yang diperlukan uknimeyusun laporan
tersebut yaitu mengenai mekanisme pemotongan peaghasilan (PPh) pasal
23 atau jaspemeliharaan instalasi listrik

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama sebuydanuh yaitu mulai
tanggal 09 September sampai dengan 09 Oktober Zghngga memperolah
gambaran secara nyata dan mendapatkan tambahaasigpaag mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan perpajakan khususnya nangemyusunan laporan
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atasHasaeliharaan instalasi listrik .

Pihak FISIP Universitas Jember memberikan ketentiaansyarat sebelum
dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), diantarabgéeh dijadikan tempat
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu peragahbaik Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik DaeraBUMD). Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) dan badan dinas daerah tidih dijadikan tempat
Praktek Kerja Nyata (PKN).

37
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Berdasarkan ketentuan dari pihak FISIP Universi@sber itulah maka
penulisan mengadakan beberapa tahap kegiatan rdiayda

a. Pembekalan yang di adakan Ketua Progam Studi Didlin&®erpajakan
tentang kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).

b. Mahasiswa menentukan tempat Prakek Kerja Nyata jPkéahg dapat
memberikan informasi tentang perpajakan yang adda pgeantor tempat
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

c. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN)assurat pengantar dari
fakultas llmu Sosial dan Polotik jurusan Diplomi Rerpajakan.

d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pédangabupaten Jember
yang isinya menyetujui pelaksanaan praktek kerjatanyari fakultas Iimu
Sosial dan Politik Universitas Jember untuk diskaah kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dan langsung melaksepaiktek kerja nyata

e. Mengumpulkan data-data yang mendukung dalam peiablegoran.

f.  Memilih salah satu Objek sebagai bahan penuligaoraen.

4.2Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)
Kegiatan PKN dilakukan di Kantor Pertanahan Kabepaember.
Jalan.KH. Siddiq No.55 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama 1 (satignbyang
dimulai dari tanggal 09 September 2014 sampai def§a Oktober 2014.
Daftar jam kerja yang berlaku di Kantor Pertanallahupaten Jember.

a. Hari Senin — Kamis

Jam Kerja | : 07.30-12.00 WIB
Istirahat :12.00-13.00 WIB
Jam Kerja Il :13.000 - 17.00 WIB

b. Hari Jum’at
Jam Kerja | :07.30—-11.00 WIB
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Istirahat

Jam Kerja Il

:11.30 - 13.00 WIB
:13.00 - 17.00 WIB
c. Sabtu dan Minggu Libur

4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiseacatak

39

kegiatan sehari-hari yang di lakukan pada KantotaRahan Kabupaten

Jember, yang dapat dilihat dalam table berikut ini

Tabel

4.1 Daftar

Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember

No Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan Pengawas
Pelaksanaan Kegiatan
(&) (b) (€) (d) (e)
1. | Minggu Seksi 1.Menyalin nota dinas | Umum dan
Pertama 09 s/d Umum dan kedalam buku Informasi
12 September | Informasi dokumen tahunan
2014 menurut nomor ND-
yang sudah ditetapkan
2 Merapikan dokumen
berkas diruang
keuangan.
2. | Minggu ke Seksi Umum | Menyusun dan Umum
Dua Tanggal laporan berkas
15s/d 19 pertanahan.
September 2.Membuat kwitansi
2014 tanda terima.
3. | Minggu ke Seksi Umum | Menulis surat masuk | Umum
Tiga Tanggal dan surat keluar.
22 s/d 26 2.Membantu pak didik
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September
2014

merapikan buku akta
jual beli tanah.
3.Membantu Mas Eki
membuat surat tugas
nota dinas pegawai
yang akan
melaksanakan
perjalanan dinas luar

kota.

(@)

(b)

(€)

(d)

Minggu ke
Empat Tangga
29s/d 8

Okteber 2014

Seksi Umum
Dan

Informasi

1.Menyalin nota dinas
kedalam buku
dokumen tahunan
menurut nomor ND-
yang sudah
ditetapkan.

2 Merapikan dokumen
diruang berkas
Hukum dan

Informasi.

Kasubbag
Umum dan

Informasi

Minggu ke
Lima Tanggal
9 Oktober
2014

Seksi Umum

1.Berpamitan dengan
seluruh karyawan dat
kepala Kantor
Pertanahan
Kabupaten Jember.

2.Menerima
mendapatkan hasil
nilai dari kegiatan

yang dilaksanakan

Kasubbag

nUmum

selama PKN.
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@ | (b) (©) (d)

3. Meminta data yang

diperlukan untuk
menyusun laporan
PKN.

4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor PertanatmKabupaten
Jember
4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PBh) P& Atas Jasa
Pemeliharaan instalasi listrik
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting daéambangunan
nasional karena pajak merupakan sumber penerinesla@sar bagi Negara,
Apabila pendapatan Negara disektor pajak meningkatka tujuan
pembangunan nasional dapat tercapai. Berdasarkanngeitan pajak di
Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Jember meakagun system
pemungutan pajak dengan cara Self Assessment Syslifmkarena itu
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diberi wewenatg menentukan
sendiri besarnya pajak yang terutang menghitungyeter dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tilakcampur dan hanya
mengawasi.
Dalam penghitung Pajak Kantor Pertanahan Kabupkatber yang
harus dibayar atau disetorkan antara lain PPN, @Rl 21,PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23. Dengan adanya kegiatan perpajakaebt¢r Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember berkewajiban.
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membaggak dalam
tahun berjalan.
b. Memotong pajak penghasilan pasal 23 sesuai kentédui& pajak.
c. Menyetor pajak penghasilan pasal 23 yang telahtaigp selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada bank yelah ditunjuk
yaitu Bank BNI Jember.
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d. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak jumlah pagkgpasilan pasal
23 yang telah disetor selambat-lambatnya tanggau®gh berikutnya.
Dalam kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupgateher dan
CV. Buana Elektrik (PPh) pasal 23 atas jBesneliharaan instalasi listrik
berdasarkan peraturan Direktur Jendral Nomor : ttema Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desen068 tentang
jenis jasa lain sebagai mana dimaksud dalam p&8sajy& 1 huruf c angka 2
UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilamags@mana telah
diubah beberapa kali dan terakhir di ubah dengarNdior 36 tahun 2008

4.5 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23
4.5.1 Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23Jasa®emeliharaan
instalasi listrik.

Penghasilan nilai PPh Pasal 23 atas jBsaeliharaan instalasi
listrik yang di pungut Kantor Pertanahan Kabupaten Jendrayah sebesar
tarif 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Besarpgakiraan penghasilan
atas jasaPemeliharaan instalasi listrikberdasarkan peraturan menteri
keuangan No. 244/PKM.03/2008 tgl 31 Desember 208&dng Jenis Jasa
Lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 aydtu¢if C angka 2
UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sébaga telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No0.36 TI®820Rumusan
penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atasPgseeliharaan instalasi
listrik yang dipotong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten bdesebagai
berikut :

PPh Pasal 23 =2% x (Nilai Kontrak)

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukarskemngdalam hal

pemeliharaan instalasi listrik dengan CV. Buankigle. Setelah terjadi
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kesepakatan kedua belah pihak jumlah nilai korgeskiai dengan SPK-
17/WKN.10/KNL.10/PPK/2012 sebesar Rp 33.902.880

Tarif pasal 23 = 2% x Rp 33.902.880
= Rp 678.058
Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibabasar Rp 678.058
Jurnal Akutansi dari transaksi pada Kantor Pertandtabupaten Jember
adalah sebagai berkut :
1. Jurnal pemotongan Kas atas Jasmeliharaan instalasi listripada
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :
Kas Rp 33.902.880
PPh pasal 23 dipotong Rp 678.058
2. Jurnal pembayaran Kas atas Jasaneliharaan instalasi listribada
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :
Kas Rp 33.902.880
PPH pasal 23 dipotog Rp 678.058

4.5.2 Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atRelaeliharaan
instalasi listrik.
Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pasaeliharaan instalasi listrik
yang di pungut Kantor Pertanahan Kabupaten Jendreyach tarif sebesar
2% kali perkiraan penghasilan bruto. Apabila reketidak mempunyai
NPWP maka dikalikan 2x dari tarif tersebut. CV. Bad&lektrik selaku

wajib pajak menerima penghasilan bersih dari KPPN.

4.5.3 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atRelaeliharaan
instalasi listrik.
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23terutang gidda bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulanaegatya penghasilan
yang bersangkutan, Yang dimaksud dengan saat ngnyta penghasilan

yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai dieéh pemotong
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pajak sesuai dengan metode pembukuan yang diamibiK&ertanahan
Kabupaten Jember. Pemotongan pajak penghasilah adaarus sesuai
bentuk bentuk dan isian yang ditetapkan oleh DiBajak. Dalam pengisian
bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 hangkdp dan benar
sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, pemotoamggkap 3 berupa:
Lembar ke 1  : untuk pihak yang dipotong pajak pesdhn pasal 23
yaitu CV. Buana Elektrik.
Lembar ke 2  : untuk lampiran SPT Masa Pajak Pesigimapasal 23
Lembar ke 3  : untuk pemotong pajak Kantor pertanaKabupaten

Jember.

4.5.4 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 aapdmeliharaan
instalasi listrik
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pemgrapajak

penghasilan PPh pasal 23 melalui Kantor Pos atau Bang di tunjuk oleh
Direktorat Jendral Pajak (Bank Persepsi), sebagaigbongan pajak wajib
menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 23uterh yang telah
dipotong dalam peroide satu masa pajak (bulan m@kwRaling lambat
tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masakpiagrakhir dan apabila
tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetortakakan pada hari kerja
berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penga dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga seb@8ar perbulan.
Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yangettara lengkap
dan benar sesui data penghitung pemotongan pajadf glgperuntukkan
untuk :
a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak.
b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas dggd@PN).
c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

d. Lembar ke 4 : untuk Kantor Pos/Bank persepsi.

e

. Lembar ke-5 : untuk wajib pungut atau potong.
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4.5.5 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23asasPemeliharaan
instalasi listrik.

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran tsapjutnya
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai pemaqiajak wajib
melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yalaty ®ipotong dan
disetor dalam satu masa pajak (bulan takwim) demgangisi SPT Masa
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dan dibuat rangk&»T Masa Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 23yang sudah diisi denganarb dan
ditandatangani oleh pengurus dan disampaikan ke . KRBkanisme
penyelesaian SPT:

a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT paamtor
Pelayanan Pajak Jember.

b. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkamsdengan petunjuk
yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidakndr yang
mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akaendikan sanksi
perpajakan.

c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Paja§ parsangkutan
dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikada terima
yang tertangal. Apabila SPT dikirim melalui bankrusa dilakukan
secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggalinpeag dianggap
sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT adddgoran keuangan
serta keterangan-keterangan lain yang diperlukamkumenghitung
besarnya penghasilan kena pajak.

Dalam pelaksanaan pembuatan table tata cara pegastodan
pelaporan pajak penghasilan ( PPh ) pasal 23 mamuinenyesuaikan data
yang sudah ada pada Kantor Pertanahan Kabupatepetdegmng sudah

sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan pepajakg berlaku.
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Gambar 4.1 Mekanisme Prosedur,Penghitungan,Penyetoran,Ralapo

PPh Pasal 23 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai piha#nze melakukan kontrak
kerja sama dengan salah satu rekanan CV. Buanatriklaalam hal jasa
pemeliharaan instalasi listrik dengan nilai kontsakesar: Rp.33.902.8-

\

CV. Buana Elektrik melaksanakan pekerjaan yanchteiaepakati dengan Kantd

=

Petanahan Kabupaten Jember.

N

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mempersiapkaibagaran jasa kontra
pemeliharaan instalasi listrik yang sebelumnyahtedéiitung dan dikenakan atr
sebesar 2% dari nilai kontrak yang telah disepaedtesar Rp. 678.058,-

=

\

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 as@mpganeliharaan instalasi listr(k
oleh Kantor Pewrtanahan Kabupaten Jember (bagiaankg@an) menyetor secafa
langsung ke pihak Bank BNI Jember (Bank Persesipan disertai SSp rangka|

\

Setelah melakukan penyetoran ke Bank BNI JembentdkaPertanahan
Kabupaten Jember mendapatkan bukti pembayaran dadantuk validasi
yang artinya bahwa data tersebut sudah benar.

\

=

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atapgaseliharaan instalasi listri
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, mengiaisgs®enar, lengkap, dan jelas
SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 rangkapgalisertai dengan lampirgn
berupa:
a. SPT masa pajak penghasilan (PPh) pasal 23 lemldar ke
b. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3.
Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

\

Setelah melakukan pelaporan ke KPP PRATAMA Jemlan aiberikan bukti
pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 olelF¥TAMA Jember.
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4.5.6 Penilaian Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten bdenDalam
Kewajiban Perpajakan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai BadahaUdilik
Negara (BUMN) yang melaksanakan kewajiban perpajaabagai Wajib
Pajak yang ber NPWP 00.306.497.5-626.000 tidak &amglaksanakan
kewajiban perpajakan untuk perusahaan sendiri, jogindak sebagai
pemungut dan pemotongan pajak atas Wajib Pajak Kaintor Pertanahan
Kabupaten Jember selaku pemotong Pajak Penghé&Bidr) Pasal 23 telah
melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, mengotomenyetorkan,
dan melaporkan sendiri Pajak penghasilan (PPh)|P2&adari pihak
rekanannya yaitu CV.Buana Elektrik.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, KantortaReamnan
Kabupaten Jember menggunalk&elf Assessment Systgaitu menghitung,
memotong, dan menyetor serta melaporkan senditajupajak yang harus
dipotong dan disetor ke Bank Mandiri Jember deng@mggunakan SPT
Masa Pajak Penghasilan (PPh) selambat-lambatnyggabn20 bulan
berikutnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember aekewajiban
perpajakannya Berdasarkan Undang-Undang dan pamagtang berlaku
khususnya tentang pemotongan PPh Pasal 23 yaitganerpada Surat
Edaran Keuangan No0.33/SE/075/2007 tentang PPh R&s8lerdasarkan
Dirjen Pajak No.PER-70/PJ/2007 tentang PerkiraamgPRasilan Neto dan
sistem akuntansi yang digunakan sudah baku damlastatan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentangislelasa Lain
sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) HZitihgka 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiédiagaimana
Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undand&tg Nomor 36
Tahun 2008.
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BAB 5. PENUTUP

5.1Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam babskaklumnya
mengenai pelaksanaan pemotongan pajak penghasikal 3 atas jasa
pemeliharaan instalasi listrik, maka dapat disirk@nl bahwa Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember selaku wajib pajaktiatidn melaksanakan
administrasi perpajakan yaitu berupa pemotongaappehn, penyetoran
pajak penghasilan khuususnya pajak penghasilan| @®%aatas jasa
pemeliharaan instalasi listrik dengan baik dan aben sebagaimana
mestinya sesuai dengan undang-undang perpajakgrbgaliaku.

Perhitungan PPh pasal 23 atasa jasa pemeliharataiasi listrik
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasakkantusan
Peraturan Menteri Keuangan No0.244/PMK.03/008 tgafsebesar 2% dari
bruto. Hal tersebut juga sesuai dengan keputusaatuPan Menteri
Keuangan No.244/PMK.03/008

5.2Saran
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai peéaksmungut
pajak khususnya pajak penghasilan pasal 23 aap@@seliharaan instalasi
listrik, sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten &entierusaha terus
untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakag yelah ditetapkan
oleh pemerintah agar terhindar dari sanksi admasst dan terus

meningkatkan kemampuan pelaksanaan perpajakannya.

48
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DAFTAR PUSTAKA

Jember University Press, 20Hedoman Penulisan Karya lImialember : UPT
Penerbit UNEJ.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. 2B@d%il dan Gambaran Umum Kantor
Pertanahan Kabupaten Jembdember.

Mardiasmo, 2011Perpajakan Indonesia¥ogyakarta: PT. Andi Offset.

Republik Indonesia. 2008Jndang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tdl9&3 tentang
Pajak PenghasilanJakarta : Menkumham.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1, Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor  :3002/UN25.1.2/SP/2014 | 27 Agustus 2014

Lampiran : Satu eksemplar
Hal " : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Kabupaten Jember ‘

Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
-Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan HImu Politik Universitas Jember, maka setiap '
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang {Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

- Sehubungan dengan hal tersebut, kami'men_gharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara

i+
®

pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi
1. | Rizky Febrianto 110903101032 D-HI Perpajakan
2. | Rezka Noventa Rahmanto 100903101042 D-1II Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata {(PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

‘Wa’iﬁgayu Patriadi, MA,, Ph.D._‘;T

19610828 199201 1 001 =
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
| PROVINS! JAWA TIMUR
JL. KH. Siddig No. 55 Jember Telp. (0331) 484644, Fax (0331) 488533

Nomor 1 548/2.35.09/IX/2014 Jember, 12 September 2014
Sifat : Biasa ‘ :
Lampiran : - .
Hal : Permohonan tempat

magang.

Kepada Pembantu Dekan 1 :
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember
J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto
di
JEMBER

+  Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 27 Agustus 2014 Nomor: 3002/UN25.1.2/SP/2014
dan Nomor: 3003/UN25.1.2/8P/2014 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami
memberikan kesempatan kegiatan magang kepada mahasiswa Saudara, yaitu :

No. | NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Rizky Febrianto ~ 110903101032 D-MI Perpajakan
2. | Rezka Noventa Rahmanto 110903101042 D-HII Perpajakan
3. | Dimas Amor Rusdiyanto 110903101005 D-III Perpajakan
Demikian uniuk menjadi maklum.

an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
' 3 epala S ian Tata Usaha

IYATLS.E.”
19630706 1983063 2 001
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335386 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id »

SURAT TUGAS

Nomor : 3256/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember nomor
548/2.35.09/1X/2014 tanggal 12 September 2014 perihal ljin Tempat Magang, maka -
dengan ini Dekan Fakultas lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan

kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No. Nama NIM Program Studi
1. | Rizky Febrianto 110903101032 D-III Perpajakan
2. | Rezka Noventa Rahmanto 100903101042 D-Iil Perpajakan ‘
3. | Dimas Amor Rusdiyanto | 110903101005 .| . D-ill Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten }embef, terhitung

mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014.

. Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

. Jember, 18 September 2014
D e_kan,

Disampaikan Kepada : %

"1. Kantor Pertanahan Kabupaten ]ember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Katimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331} 335586 - 331342 .
Fax (0331) 335586 Jember 6812 1Email : fisip@unei.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3257/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas limu Sosial dan Itmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP +196103311989021001
Jabatan : Lektor

Pangkat / golongan : Penata Ill/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakuitas IImu Sosial
dan IImu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014. Adapun nama-nama

mahasiswa sebagai berikut :

No. |- Nama NIM - Program Studi
1. | Rizky Febrianto 110903101032 D-1II Perpajakan
2. | Dimas Amor Rusdiyanto 110903101005 D-11{ Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

., DTS :Hi_m‘_awan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 149201 1 001

Tembusan:
1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Une;
3. Kasubag Akademik FISIP Unej.
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DAFTAR ABSENST MAHASISWA PKN (PRAKTEK KFRJA NYATA)
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

NAMA : RIZKY FEBRIANTO .

NIM : 110903101032

JURUSAN : DIl PERPAJAKAN

FAKULTAS : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

TANGGAL PARAF MAHASISWA _ PARAF PEMBIMBING

9 SEPTEMBER 2014 ' 1. %ﬂ% 1. x—\

10 SEPTEMBER 2014 2. %’i / 2,

11 SEPTEMBER 2014 o ./

12 SEPTEMBER 2014 4.%%*{— / 4,

|5 SEPTEMBER 2014 5. %— .
:/ Sl + /

10 SEPTEMBER 2014 6 b T / 6.

{7 SEPTEMBER 2014 7. ‘#_:f 7.

IS SERTEMBER 2014 G . 8.

19 SEPTEMBER 2014 9. ‘%{ 9.

22 SEPTEMBER 2014 10. ﬁ;‘: \ 10,

~ 23SEPTEMBER 2014 U, S ¥ N
24 SEPTEMBER 2014 12.___:!{.2.,? \ - 1%\
25 SEPTEMBER 2014 13, ﬁa\: 13. \
26 SEPTEMBER 2014 14, :_&-:i: / 14, \A
29 SEPTEMBER 2014 . 15.‘:&4{ 15. /

30 SEPTEMBER 2014 16— / 16.

1 OKTOBER2014 17. _é&a{ 17. I

2 OKTOBER 2014 18. _’#&‘: 18.

Y OKTOBER 2014 19. %3“— 19.

6 OKTOBER 2014 20, % 20,

7 OKTOBER 2014 21 ek 2.

8 OKTOBER 2014 22.. ' ' ‘ .
' #{: | 22 |

9 OKTOBER 2014 23. %&% 23,

Jember, 9 SEPTEMBER 2014
. PEMBIMBING MAGANG
DI KANTOR PERTANAHAN KABP
KASUBSI TEMATI

BASUKI HENDRO UTOI\&O, BSc
NIP. 19620601 198503/100
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
. UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
i Kalimantan Kampus Tegatbolo Telp. U331-335386, 33142 Fan. 0331335380 Jember 68721
Email : Fisip.unef@telkom.pet Telp. (0331} 332736

e e

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER
NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA| HURUF
1__|Penguasaan Materi Tugas faled A
2 iKemampuan / Keriasama 8z A
3 |Etika ' 82 A
4 |Disiplin e A
NILAI RATA - RATA

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama Rizxy Fepgiavte
NIM C W o3 el o3,
Jurusan : fmu Administrasi

Program Studi  : Diploma il Perpajakan
Yang menilai : -

Nama _-75apee Cans Vomo, AXAsotnEea L. .

FoRitn S et IO I A I N A

.
A

PEDOMAN PENI

NO. | ANGKA KRITERIA
T 80 > Sangat Baik
2 70-79 Baik
3 80 - 89 Cukup Baik
4 50- 58 Kurang Baik
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'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Kalimantanr 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331).335586 Jember 68121Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3257/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Iimu Sostal dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP :196103311989021001
Jabatan : Lektor

Pangkat / golongan : Penata IlI/c
Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pgrtanahan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014. Adapun nama-nama

mahasiswa sebagai berikut :

No. | - Nama NIM Program Studi
1. | Rizky Febrianto 110903101032 D-III Perpajakan
2. | Dimas Amor Rusdiyanto 110903101005 D-II1 Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

. ayu Patriadi, MA,, Ph.D.
, NIP 19610828 149201 1 001

Tembusan : S e

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan}

2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej

3. Kasubag Akademik FISIP Unej
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
3. Kalimantan — Kampus Tegalbota Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
' il + fislpunei@telkom.net, Tel

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA IIT PERPAJAKAN

Nama : Rizky febrianto

NIM 1 110903101032

Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi  : Diploma III Perpajakan
Alamat : JI Doho 1B no. 37 Jember

Judul Laporan

( datam Bahasa Indonesia )
Mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23
atas jasa peméliharaan instalasi listrik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

{ dalam Bahasa Inggris )
Mechanism Of Calculation, Depositing, And Reporting Of Income Tax Article 23
On Electrical Instaliation Maintenance Service At Land Office, Jembar Regency

Dosen Pembimbing : .. .. Drs. H. Boedijono,M.Si
. . - Tanda Tangan|

NO Hari / Tanggal Jam Uraian Kegiatan Pembimbing’

\ \E - 12— 2OWA Ee Mvswm NsadoN,

2z \z2 -of ~zoul . \Was | QseNes Ko T - v &

7. 08 —02 —aot& eRoo | "_Q-ié\:\'r Rolo T - W £,

Q] 10 oo - 200G Weo | ROVST  Bole Y- 'f

& | B ~op - zavE 9. '59 ALl OToe ~

L]

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultas! untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir {Laporan Hasil PKN}
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2 Di SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tagg;ga! + 29-09-2014 Nomeor : 00104/GUP/2014

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M BER(131)

Agar melakukan pembayaran sejumiah Rp. 33.902.880,-

**£+T1GA PULUN TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH*=*

Jenis SPM : | 05 |GANTIUP Cara Bayar: | 2 |Giro Bank | Tahun Anggaran - 2014 !
Dasar Pembayaran Satker ' Kewenangan Nama Satker j
PP 45 Tahun 2013 430379 KD KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

(01} DIPANo. DIPA-056.01.2.430373/2014
TANGGAL 05-12-2013 REV.4

NO.DIPA-056.01.2.430379/2014° Fungsi, Sub Fungsi, 8A, Unit Es.I, Program

01 o1 056 01 01
Kegiatan, Output, Lokasi
2973 994  05.12

Jenis Pembayaran = 01 Pengeiuaran Anggaran l
Sifat Pembayaran S Penggantian UP {GUP) :

Sumber Dana / Cara Penarikan . 04.0 PNP/RM

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja_ Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumiah Uang
52 33,902.880,- !
Jumiah Pengeluaran - 33,902.880,- Jumiah Potongan

Rp. 33.902.880,- |

Kepada . BENDAMARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER KH. Siddiq No. 55

NPWP + 00,410.977.3-626.000

Rekening : 143-00-0889911-2 (BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER)
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI {Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU 1L JEND.-AHMAD YANI NO. 3 JEMBER
Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang ¥

|a Kebenaran perhitungan dan isl yang tertuang.dalam SPM Ini menjadi tanggung

» Semua buktl-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah B %y EENG2S SEPTEMBER 2014
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas i oLy ohy T2 aran
beban APBN, selanjuinya-bukii-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan *‘ngﬁ una Anggara
ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. ewkigd Tangan SPM

) » -

~ jawab Pejabat Penandatangan SPM,

Tl

| 110688717 7-1:04 = i
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o SURAT PERINTAH MEMBAYAR
_ * Tanggal : 29-09-2014 Nomor: 00104/GUP/2014
. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan‘Perbendahar'aan Negara ) EM B ER (131)
Agar melakukan pembayaran sejumiah Rp. 33.902.880,-
==+TIGA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH=**

JenisSPM : | 05 [GANTIUP "~ CaraBayar: ! 2 |Giro Bank Tahun Anggaran * 2014 !
Dasar Pembayaran ~ -Satker - Kewenangan Nama Satker '
PP 45 Tahun 2013 - 430379 KD KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

(01) DIPANo. DIPA-056.01.2.430379/2014
TANGGAL 05-12-2013 REV.4

NO.DIPA-056.01.2.430379/2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

01 01 056 01 01
Kegiatan, Qutput, Lokasi
2873 984 05,12

Jenis Pembayaran i1 Pengeluaran Anggaran '
Sifat Pembayaran : s Penggantian UP (GUP} i
Sumber Dana-/ Cara Penarikan : 04.0 PNP/RM |
PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja . Jumiah Uang BA.Unit.Lok.Akun,Satker Jumiah Uang
52 33.902.880,-
Jumlah Pengeluaran - 33.902.880,- Jurnlah Potongan
: Rp. 33.902.880,- |
Kepada . BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER KH, Siddiq No. 55
NPWP : 00.410.977.3-626.000
Rekening' : 143-00-0889911-2 (BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER)
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI {Perserc) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER
Uralan : Penggantian uang persediaan untuk keperiuan belanja barang £

» Semua bukti-bukt pengeluaran yang disahkan Pefabat Pembuat Komitmen telah £ w20 SEPTEMBER 2014
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk difakukan pembayaran atas i Road Nengguna Anggaran
beban APEN, selanjiutnya-bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan p
ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.

s Kebenaran perhitungan dan Is| yang tertuang.dajam SPM inl menjadi tangguag -

S =

T R T
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.. 26-0G-20'14 Nowmor I /GUP20 T

e ' : Tangga! -
- : Sifat Pemiayaran - {3) Penggantian UP (GLP)
* 7 Jeniis Pembayaran : (1} Pengelaran Anggaran
emeniembaga : DADAN PERTANAHAN NASIONAL {056) 7 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
it Organisasi : BADAN PERTANAHAN NASIONAL {01} Kanwil BPN Propinsi
. antorISatker_ : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379}
) B Kode Kegiatan 173
9 Kode Fungsi, 2 01.01.01
4 Lokas JAWA TIMUR {05} S Fungsi, Program
5 Tempat . KAB. JEMBER (12) ; . g
A dlamal JEMBER . 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD} Kantor Daefah
Kepada

Yth. Pejabal Penanda Tangan Surat Periniah Membayar
KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER -
di KAB. JEMBER
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-056.01.2.430379/2014, 05-12-2013. bersama inl kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :
1. Jumlah pembayaran yang dimintakan  : Rp. 33.902.880
{ "tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus defapan puluh ruplah*™*}

2. Unluk keperiuan : Pengganlian vang persediaan untuk keperluan delanja barang

3. Jenis Belanja . BELANJA BARANG
4 Atas Nama - BENDAMARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
5. Alamat : KH, Siddiq No. 55

§. Mempunyai rekening - PT. BANK MANDIRI {Persero) Thk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND., ARMAD YANI NO. 3 JEME&R
nomos rekening : 143-00-0889911-2

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak '

8. Nitai SPK/Kontrak

: hp. 0
9. Dengan penjelasan &

Diterima oleh penguji SPP 1 Penerbit SPM
KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)

19630 61 983032001

No {1 KEGIATAN/QUTPUTIMAK PAGU SPP/SPM 8.D. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
{AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPAISKPA YANG LALY SPP IN!
t SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA {Rp.) (Rp) {Rp.) {Rp.} (Rp.)
2973. 994 . 523133 78.056.000 44.000.000 33.802.880; ~ 77.902.880 153.120
Jumiahi 78.056.000 44.000.000( 33.902.880. 77.902.880 153,120
it |SEMUA KEGIATAN T
2973 4.284.205.000 2.884,347.286 2.918.250.166 1,365.954.834
2975 514.554.000 0 0 514.554.000
L 7999 4.370.504.000 0 : 0 4.370.504.000
Jumlah il 9.169.263.000 2.884,347,286 2,918.250.166 6.261.012.834
UANG PERSEDIAAN
Lampiran L0 [tembar 0 _[SuratBuku I I L Lembar
Pendukung .......Lembar Penge!uaran ....... :
: Iseport df atas
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3
T
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Fi
1 Kementerian/Lembaga - Badan Pertanahan Nasioral {056) Jenis SPP 6. DIPA Nomor : 056.01.2.430379/2014
2. Unit Organisast : Badan Pertanahan Nasionat  {01) 11. GUP ¥ tanggat :05-12-2013
3 Lokasi . Kabupaten Jember [05.12) 2. GUP Nihil N
4 KantoriSatker : Kantor Pertanahan {430379) 3. PTUP 7. Kode Keglatan - 2873
o Kabupaten Jember ‘Pagu Outpul | 8. Kode Ougut ; 994
5 Alamat . KH Siddiq 55 Jember Rp. '3.145.961.000 | 8. Tahun Anggaran - 2014
| 10. Bulan : Seplembar
Ng Bukti Pengeluaran ’
Urulf Tanggal Nomor Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK (AKUN & Jumiah Kotor Yang Dibayarkan
Pembukuzn DIGIT)
1 25-09-2014 CV. Buana Elekirik 03.127.471.5-626.000§ ) 523133

Dibayar biaya pemeliharagan instalasi listrik
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Rp - 33.902.880

e g n

Mumiah Lampiran :
14 Lembar

Jumlah SPP ini

SPM/SPR sebslum SPP ini atas baban output ini

Jumiah s.d SPP ini atas beban output ini
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Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP atau Penerima

JKP sebagal bukil Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK
No.Faktur __: 001-14.73513862
PENGUSAHA KENA PAJAK |
Nama : CV.BUANA ELEKTRIK
Alamat : Bumi Este Muktisari KK 7 Jember
NPWP : 03,127.471.5-626.000

PEMBEL| BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK

Nama : Badan Pertanahan Nasional
Alamat : JI. KH. Shidiq, No 55, Jember
MPWP : 00.410.977.3-626.000
No, Nama Barang / Jasa Kena Pajak + Harga ]ual/P;;iugkg:ntxan/ Uang
1 |Pemeliharaan Instalasi Listrik , Rp 30.820.800,00
Nota : ‘
004/ NJ/IX /2014
Jumiah Harga Jual /LEBBg-ganhan,/_UaagAiuka.,LIe;nujn 30.820.800
Dikurangi Potongan Harga / Uang Muka yang telah diterima -
Dasar Pengenaan Pajak ' F | 30820500
PPN 10 % % Dasar Pengenaan Pajak 3 082 080

Pajak Pen]ualan Atas Barang Mewah

--------------------

Prerirse s et ey n

------------------
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s uANK NEGARR INDONZSIA {Persera), bk
FrpANG o JEMBER

BIKTI PENERIMAAR HEGARA
. panarimaan Pa

Transa
NTFN
Pll

. 25-09-2014 DF:18:48
25-04-2014 Nf:18:4R
25-05-2014

“angga S dam Rayar
Tanagalfdam Oniine:

tTanggal Lapor

:00-&10.977.3-626.90ﬁ

Tdentitas #

[REHIEY : BENDE PENGELUARAN KARTOR PERTA
Alamat .JL. KH SIDDIQ 55

W ;. JEMBER

Mata Pnggaran . 411124 - 104 PPh Pasal 23

Aa-~ Janis Setoran Jasa

Masa Palak . 49-09-2014

Jumlan setoran Rp..678.058,00

# Fnam Ra

Tarniiang: rus Tujuh Puluh nalapan

Nomor Ketetapan GO000-00D~00-0G0-00

Vaiidasi dan Pangesahan Rank

Eibn

A

t

jak - 811178

1207

ksi Rank-#:‘00000077
3 1318 0003

1201 061
003060

a

Y

7ima Puluh Dalapan Rupiah #

Lt
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- .. | SURAT SETCRAN PAJAK
%, KEMENTERIAN KEUANGANR.. |~ o )

J{ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | (SSP) Untuk Arsip Wajib Pajak

‘LEMBAR 1

NPWP 122 (400 19717 & 161"21{’].‘519|°'I

Dilsl sesual dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMAWP  : Bendehara  Pngeluacan. ! Randor. Frtanaben.. Kok dembee....
ALAMATWP & st A Sl ST JOmban s |

NOP ' L | e VR Wean W U, & il ! S R
Difsi sesual dengan Nomer Objek Pafak 7 :
ALAMAT OP ROURRU, W OO SRREC R SRR - YOTIORY . P verozaiB euses Veee oty TR

L’::;;T:;r\r_lbayarén : PH\R"'H"}U‘."MPHW&:\

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran | LSELMEWLLL AT s eeesesennen verveirren

[4| l [ ‘t £ |'2'[4l [ (o) ‘” e L LT L LR B

N T L R L L T Ty e TR R R Sy N}

Masa Pajak

: Ta a
__Jan Pab Mar { Apr Mel Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des hu.n Pajak

<1 [ [ 1 lzaetd)

Bed tanda silang (X) pada kolom bulan, sesual dengan pembayaran unluk masa yang berkenaan ' Diisl Tehun Terutengnye Pajak

: 1 7] 1 I ' i .
NomorKetetapan  :. |- o o §/0 o {1/t o« /L 0 4/
Dilsi sesual Nomor Ketotapan ; STF, SKPKB, atou SKPKBT

Jumlah Pembayaran . 11'(57&10t8l .................. Dilsi derigan ruplah penuh
Terbllang : . Enam.. 2had.. Mg pulaakn.... dedapern.. Nibw. . Uima,_puluk. delepan  rupiabe.

...............................................................................................................................................................

eI Povety o 4 ong

gal CLILIT TR LT LT ITR I Y L]

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran )
Tanggal s 22 [og. (204 b, reied

Bt IHah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bafigsa”™ -
= Ruang Validasi Kantor Pensrima Pembayaran ©- "« 2 ' o

CdddHNELr - OF

ViH4d HOLNYM MYSVIPINONAD HANSY ) FOO0P LELELDOLOYL. & . NAL
0o ‘850 MLy WL P HOBUM

LEdusYdd YHYDEN SY¥ OYELOQBUZ0SEQE @ “MYY "0

9pi8T:80 PI0ZT/60/GT AHIL TSOGE0 TOTILL LEBLE : "ML 'O
F.2.0.32.01 : ' ’

g

e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Menimbang

Mengingat

7 E&-:
&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

ooa.

g 1l

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang
sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral,
sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat
menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20071 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3985);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang:

a.

Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3459);

Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3567);

Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah
sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-
Undang ini.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;

b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
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(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri
dan subjek pajak luar negeri.

®)

Subjek pajak dalam negeri adalah:

a.

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia;

badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah
yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara; dan

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

a.

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
yang dapat berupa:
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a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. gudang;

h. ruang untuk promosi dan penjualan;

-

pertambangan dan penggalian sumber alam;
j.  wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan;

1. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam
puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

0. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko
di Indonesia; dan

p.- komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara
transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha
melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan
yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat
(2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang
yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pads
dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia
tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut Berta negara
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bersangkutan memberikan perlakuan.timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain
memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, dengan syarat
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf 1, dan
Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni
huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a,
huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus,
dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf 1, huruf m, dan huruf n
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan
harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai
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pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada
pemegang saham, sekutu, atau anggota yang
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan
usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam
bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi,
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan
sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut
serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
pengembealian pajak;

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;

. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;
. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
. premi asuransi;

. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
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S.

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan
yang belum dikenakan pajak;

penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan
tata cara perpajakan; dan

surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.

e.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan
bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi;

penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;,

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real
estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan,
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sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan;

. warisan;

harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal;

. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau
Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan
khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15;

pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara
dan badan usaha milik daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik
yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana
pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;

bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak
investasi kolektif;

dihapus;
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k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan
modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau
kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan
usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia;

l.  beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan
dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang
telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana
kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak
tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h
diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai
dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
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6. premi asuransi;

7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk
memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan;

. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang
dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan;

kerugian selisih kurs mata uang asing;

biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia;

. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan

syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba
rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang
tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
dan

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
menangani piutang negara; atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan
utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah
utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak
berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih
debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
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3)

k.

Pemerintah;

sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;

biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Yang

ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian,
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan
5 (lima) tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri
diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling
sedikit sebesar:

a.

Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat
puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat
puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap, keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal
bagian tahun pajak.

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat.
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7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan
ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1)

(4)

Pasal 8

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah
kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun
pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-
tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap
sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali
penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh
dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak
berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami
atau anggota keluarga lainnya.

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah
apabila:

a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan
hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan
penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya
pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri
dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto
mereka.

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan
penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf e, dan huruf g serta
Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

1)

Pasal 9

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh
dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau
anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
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1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan
badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa
guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan
konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan
bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin
Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha
perptambangan;

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha
kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha
pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang
dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika
dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan
kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu
dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan;

. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan
warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan
huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah;
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(2)

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang
menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,
atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan
dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai mass manfaat lebih dari 1
(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,
melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1)
sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

1)

Pasal 11

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,
penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan,
hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga
dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa
manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif
penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa
manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat
dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,
kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,
penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan
harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan
harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang
bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah
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10.

(6)

dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif
penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Masa Tarif Paﬁl;siagjsﬁﬁalmana
Berwujud Manfaat Ayat (1) Ayat (2)

|. Bukan Bangunan
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,% %
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

Il. Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tidak Permanen 10 tahun 10%

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta
berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha
tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau
penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah
harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau
diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pads tahun
terjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima
jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa
kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak
jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud

sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(1 a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A
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(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak
berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak
pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam
bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang
dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas
pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir
masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat
dilakukan secara taat asas.

(la) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,
kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif
amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Amortisasi berdasarkan
Kelompok Harta metode
Tak Berwujud Masa Mg Garis Saldo
Lurus Menurun

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan
modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya
pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan
pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam
serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan
metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh
persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5),
maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai
penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya
pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenubhi syarat
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai
sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai
kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta
Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

12.

1)

(2)

(6)
)

Pasal 14

Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan
penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus
serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak prang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1
(satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun
pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib
menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak
sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan
atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung
berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan
peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dihapus.

Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan
Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16
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13.

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi
Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung
dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf
e, dan huruf g.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung
dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang
pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak
dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan
memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6)
dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau
diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan
Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a)
sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 17

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak
bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai
berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%
(lima puluh juta rupiah) (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh 15%
juta rupiah) sampai dengan (lima belas persen)
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
j juta rupiah)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus 25%

lima puluh juta rupiah) sampai dengan| (dua puluh lima persen)
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 30%
rupiah) (tiga puluh persen)
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14.

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi
& p y )
25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun
pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu
lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen)
lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan
bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak
dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung
sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut
dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak
yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30
(tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat
(1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4
(empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
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(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan
mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal
perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak
berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas
penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain
badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri
tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari
jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri
lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50%
(lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan
kembeali besarnya penghasilan dan pengurangan serta
menentukan utang sebagai modal untuk menghitung
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang
mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya
sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak
dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan
metode perbandingan harga antara pihak yang independen,
metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau
metode lainnya

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian
dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas
pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama
suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta
melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut
berakhir.

(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva
perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk
untuk maksud demikian (special purpose company), dapat
ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan
pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang
bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak
lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran
penetapan harga.

(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit
company atau special purpose company) yang didirikan atau
bertempat kedudukan di negara yang memberikan
perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai
hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap
di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau
pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di
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16.

Indonesia.

(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja
mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya
atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada
perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia tersebut.

(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat

(4)

®)

(3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal
10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau
tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima
persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib
Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau
hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang
disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau
lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang
sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun
semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke
samping satu derajat.

Dihapus.

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut:

1)

Pasal 19

Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan
tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian
apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya
dengan penghasilan karena perkembangan harga.

Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan
Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif
pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1)-

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8)
diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 21

(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerjaa yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai;

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang
pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun
dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran
sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan
pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan
organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong
pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto
setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun
yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena
Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak
tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan
yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain
dengan Peraturan Pemerintah.

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(6) Dihapus.
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(7) Dihapus.

(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan
pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1
(satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22
(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:

a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
barang;

b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib
Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain; dan

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari
pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat
mewah.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan
besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang diterapkan terhadap, Wajib Pajak yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf ¢ diubah,
ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu)
huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak
yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf g;.
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2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain
yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harts, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa
lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif
pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen)
daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan
sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

d. dihapus;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf i;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggotanya;

g. dihapus; dan

h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan
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usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai
penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak
yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun
pajak yang sama.

(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang
di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak
yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh
dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut

a.

penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta
keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya
adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham

atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat
kedudukan;

penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan
dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat
pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau
sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

penghasilan berupa sewa sehubungan dengan
penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta
tersebut terletak;

penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang
membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat
kedudukan atau berada;

penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat
bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan;

penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara
tempat harta tetap berada; dan

keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi
bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara
tempat bentuk usaha tetap berada.

(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan
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20.

(6)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip
yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat
tersebut.

Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang
dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau
dikembalikan, maka pajak yang terutang menunit Undang-
undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada
tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas
penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7),
dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan
ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan
adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang
dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar
negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian
tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan
sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran
pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Dihapus.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat
ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya
angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat
ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya
setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Dihapus.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan
penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
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b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang
ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak
Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan
angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan
sebelum pembetulan; dan

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib
Pajak.

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya
angsuran pajak bagi:

a. Wajib Pajak baru;

b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak
lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus membuat laporan keuangan
berkala; dan

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan
tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima
persen) dari peredaran bruto.

(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh
satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar
pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

(9) Dihapus.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf,
yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5)
diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap, di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%
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(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premiswap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/
atau

h. keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya
menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial
owner).

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang
dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan
penghasilan neto.

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan
penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%
(dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan
kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

a. pemotongan atas perighasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau
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22.

23.

24.
25.

26.

diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata
lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang
hares dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan disampaikan.

Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah
tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional
dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun; dan

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen),
kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang
berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha
tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat
prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 B dihapus.

Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi
dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong
oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk
Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat
Wajib Pajak terdaftar.

(2) Dihapus.

Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 D
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27.

28.

29.

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha
pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi,
bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan
bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 E

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar
50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan
atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan
pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto
Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara, lain
berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain
tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan.
Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1.

Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni
2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
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tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni
2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
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